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BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan atas Akuntansi Pendapatan dalam 

Laporan Keuangan Kepolisian Resor Temanggung serta berpedoman pada teori 

terkait akuntansi pendapatan nonperpajakan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan akuntansi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kantor 

Kepolisian Resor Temanggung telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta PMK 225/PMK.05/2019 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. 

2) Pengklasifikasian PNBP-LRA dan PNBP-LO pada Kantor Kepolisian Resor 

Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mengacu 

pada UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

3) Pengakuan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Resor 

Temanggung berdasarkan basis akuntansi yang digunakan. Pendapatan-LRA 

diakui ketika terdapat kas masuk pada Rekening Kas Umum Negara, sedangkan 

pendapatan-LO diakui ketika timbul hak atas pendapatan dan telah direalisasi, 

sehingga telah sesuai dengan ketentuan pada Standar Akuntansi Pemerintah.  
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4) Pengukuran Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Resor 

Temanggung menggunakan nilai historis dan dihitung berdasarkan asas bruto. 

Pengukuran pendapatan tersebut mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2016 

tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pengukuran PNBP Kepolisian 

Resor Temanggung telah sesuai dengan ketentuan pada SAP dan PMK 

225/PMK.05/2019.  

5) Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Resor Temanggung telah 

disajikan secara wajar dalam LRA dan LO tahun anggaran 2020 dengan 

menggunakan mata uang rupiah serta diungkapkan dalam CaLK sehingga telah 

sesuai dengan ketentuan pada SAP dan PMK 225/PMK.05/2019.  

6) Secara signifikan tidak terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan 

Kepolisian Resor Temanggung khususnya terkait akuntansi pendapatan karena 

seluruh prosesnya telah dilakukan secara tertib dan telah sesuai dengan 

pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 


